
Kepada Yth, 

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau 
Jl. Sungai Timun No.1, Senggarang, Kec. Tanjungpinang Tim.  
Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29122 
 
Perihal :  Laporan Pengaduan atas Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana  
 Penggelapan 
Lampiran : 1. Fotokopi Surat SPDP 
 2. Fotokopi Surat SP2HP/perkembangan penyidikan dari POLDA KEPRI 
 
Dengan hormat, 
Saya yang bertandatangan dibawah ini : 
 
Nama    : ANDIKA 
Alamat   : Orchid Garden Blok F/7 
No. Telp   : 081364735777 
Dalam hal ini, selaku Korban Tindak Pidana/Pelapor 
 
Dengan ini menyampaikan pengaduan resmi terkait penanganan perkara dugaan 
Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHP dengan Tersangka: 
 
Nama   : IMELDA FRANSICKA 
NIK   : 2171064105899010 
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 1 Mei 1980 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Pekerjaan  : Wiraswasta 
Alamat                       : Perum. Tiban Ayu M3 No. 35 RT. 001/RW.014 

                                                                              Tiban Lama, Sekupang, Batam 
 
Bahwa atas laporan saya tersebut, Penyidik POLDA Kepulauan Riau telah 
melakukan serangkaian penyidikan dan telah memberikan beberapa surat 
pemberitahuan kepada saya, yaitu: 
 

1. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/Penyidikan 
(SP2HP) 
Nomor : B/SP2HP/81/III/RES.1.11./2025/Ditreskrimum  
Tanggal : 19 Maret 2025 
 

2. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) 
Nomor : B/SPDP/106.9/X/RES.1.11./2025/Ditreskrimum 



Tanggal : 14 Oktober 2025  
 

3. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/Penyidikan 
(SP2HP) 
Nomor : B/254/X/RES.1.11./2025/Ditreskrimum  
Tanggal : 14 Oktober 2025 

 
Bahwa berdasarkan keterangan dalam surat-surat tersebut, Penyidik telah 

melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, melakukan penyitaan barang bukti, 
serta menetapkan IMELDA FRANSICKA sebagai Tersangka. Penyidik juga telah 
mengirimkan kembali berkas perkara kepada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, 
menindaklanjuti petunjuk P-19 dari Jaksa Penuntut Umum. 
 

Namun hingga hari ini, tanggal 26 November 2025, saya belum menerima 
perkembangan apapun mengenai peningkatan status berkas perkara menjadi P-21 
dari pihak Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Kondisi ini menyebabkan perkara tidak 
kunjung dapat dilimpahkan ke Pengadilan untuk diperiksa dan diadili sebagaimana 
mestinya. Penundaan yang berkepanjangan ini menimbulkan ketidakpastian hukum 
bagi saya selaku Korban, terlebih mengingat bahwa Penyidik POLDA KEPRI telah 
menyelesaikan sebagian besar kewajiban penyidikannya, termasuk pemeriksaan para 
saksi, penetapan tersangka, penyitaan barang bukti, hingga pengiriman berkas 
perkara berdasarkan petunjuk P-19.  
 

Bahwa setelah membaca dan mempelajari seluruh dokumen yang saya terima, 
yaitu SP2HP tertanggal 19 Maret 2025, SPDP tertanggal 14 Oktober 2025, serta SP2HP 
tertanggal 14 Oktober 2025, dan setelah melakukan komunikasi serta koordinasi 
dengan pihak terkait, saya memiliki dugaan kuat bahwa terdapat tindakan yang tidak 
profesional, kelalaian, atau setidaknya kurang optimalnya kinerja dari Jaksa Penuntut 
Umum/Jaksa Peneliti yang menangani berkas perkara ini. Hal tersebut terlihat dari 
lamanya waktu proses penelitian berkas tanpa adanya kejelasan arah penanganan, 
tanpa pemberitahuan berkala sebagaimana seharusnya, serta tidak adanya tindak 
lanjut signifikan menuju pemenuhan syarat formil maupun materiil untuk 
peningkatan status menjadi P-21. Kondisi ini bertentangan dengan asas peradilan 
cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menghambat hak saya sebagai korban untuk 
memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. 
 

Sehubungan dengan hal tersebut, melalui surat ini saya memohon kepada 
Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau untuk: 

 



1. Melakukan pemeriksaan, penelusuran dan evaluasi menyeluruh terhadap 
penanganan berkas perkara saya oleh Jaksa Penuntut Umum/Jaksa Peneliti yang 
ditugaskan; 

2.  Memerintahkan Jaksa Peneliti untuk memberikan informasi resmi, akurat, dan 
tertulis mengenai status penelitian berkas, langkah-langkah yang sudah dilakukan, 
serta hambatan yang menyebabkan berkas tidak kunjung dinyatakan lengkap; 

3.  Mendorong percepatan proses penelitian berkas perkara hingga dinyatakan lengkap 
(P-21) sehingga perkara dapat segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk 
disidangkan, atau apabila terdapat kekurangan, agar diberikan penjelasan resmi yang 
jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan; 

4.  Memberikan jawaban tertulis kepada saya selaku korban/pelapor mengenai hasil 
tindak lanjut atas laporan pengaduan ini sebagai bentuk keterbukaan informasi dan 
akuntabilitas penanganan perkara. 
 
Saya meyakini bahwa Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau merupakan institusi 
penegak hukum yang menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, akuntabilitas, 
serta prinsip kepastian hukum. Oleh karena itu, saya berharap surat pengaduan ini 
dapat segera memperoleh perhatian serius dan tindak lanjut yang konkret demi 
tegaknya keadilan dan perlindungan hukum bagi saya sebagai korban tindak pidana. 
 

     Demikian Surat Laporan Pengaduan ini saya sampaikan. Atas perhatian, 
kesediaan, dan komitmen dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau beserta seluruh jajaran, 
saya ucapkan terima kasih. 

 
Batam, 26 November 2025 

Hormat saya, 
 
 
 

  ANDIKA 
 
 
 
Tembusan Kepada Yth : 

1. POLDA Kepulauan Riau 
2. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAMWAS) Kejaksaan Agung RI di Jakarta 
3. Kepala Jaksa Agung Republik Indonesia 
4. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia 
5. Ketua Pengadilan Negeri Batam 
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